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Untuk mengetehui perhitungan pemotongan penyeioran dan pelaporan
PPh Pasal 21 pada Satuan Kerja Direktorst Irigasi dan Rawa dengan berdasarkan
ketentuan Undang — Undang No. 36 Talur 2008.

Sebagai analisa perhitungan pemotengan PPh Pasal 21 yang membedakan
cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketentuan Undang -~ Undang No. 36 Tahun
2008 dengan Instans vang melakukan perhitungan dengan menggunakan sistem
aplikasi yang diterima dari KPPN vang juga mempunyai standarisasi tertentu.
Dengan perbedaan itu terjadi selisih dalam perhitungan vang mengakibatkan
terjadi lebih bayar. Terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp.31.367.374,97 dari
perhitungan Januari sarapai Desember tahun 2013,

Pada penyetoran PPh Pasal 21 Satvan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa
Kementerian Pekerjaan Umum telah sesuai dengan ketentuan Undang — Undang
No. 36 Tahun 2008. Demikian pula dengan pelaporan PPh Pasal 21 vang
dilakukan oleh Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa telah sesuai dengan
ketentuan Undang — Undang No. 36 Tahun 2008.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG VMIASALAH

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonzsia yang bergulir cepat sejak
runtuhnya kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita
-- cita untuk mewujudkan Negara yang maju memacu perubahan — perubahan
yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan

Peraturan perpaiakan selalu disempurnakan {ejalan dengan perkembangan
ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang
ada, karena itu, peratiran perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke
waktu. Salah satunya terhadap UU Perpajakan Penghasilan,

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah uniuk lebih
memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar
dapat diciptakan kepastian hukum.

Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang -~ undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku sejak 1 Januari 1984,
Undang — undang Pajak Penghasilan Ne. 10 tahun 1994 dan sebagaimana telah.
diubah dengan undang — undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Dan
terakhir kali diubah dengan Undang — undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan tersebut dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang —
Undang 1945, yang didalamnya terkandung unsur menjunjung tinggi hak Negara
dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang
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merupakan peran serta rakyat dalam pembiayaan pemerintahan. Selain itu pula,
pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi, menuntut agar dilakukan
penyesuaian terkait cengan Undang — Undang tentang Pajak Penghasilan {(PPh)
tersebut.

Perubahan terhadap Undang — undang tentang Pajak Penghasilan (PPh)
tersebut, tetap berpegang pada prinsip — prinsip perpajakan yang dianut secara
universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, serta peningkatan
dan optimalisasi pensrimaan Negara berdasarkan self assessment system. Oleh
karena itu, perubahas/penyempurnaannya lebih memperhatikan unsur — unsur
keadilan, kemudahan, kesederhanaar administrasi, kepastian hukum, konsisten
dan transparansi, dan ‘meningkatkan daya saing dalam menarik investasi.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan,
namun kenyataannya dalam pelaksanasn masih banyak wajib pajék yang kurang
mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pajak 21 dalam
perhitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Selain ketentuan Peraturan Undang ~ undang Perpajakan diatas, dasar
hukum yang dipakai dalam pelaporan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktoral
Jenderal Pajak No.Per/14/PJ/2013.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan sering kali terjadi perbedaan
antara pajak penghasilan yang dihitung dengan pajak penghasilan yang
seharusnya sesuai dengan Undang — undang perpajakan yang berlaku. Maka perlu

dilakukan penilaian atas perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh



instansi. Hal ini dimaksud untuk dapat menentukan pajak penghasilan terutang
sesuai dengan Undang -- Undang Perpajakan ™o, 36 Tahun 2008.

Selain dari oroses perhitungan, perlu juga di perhatian dari segi
pemotongan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh
Instansi Pemerintahar: atau Wajidb Pajak atau Badan Usaha haruslah sesuai dengan
ketentuan Undang - Undang Perpajakan. Terjadinya keterlambatan atau tidak
tepat waktunya penyeloran serta pelaporan pajak penghasilan perlu dijadikan
bahan penilaian tentang bagi instansi agar sesuai dengan Undang — Undang
perpajakan yvang berlaku. L

Pada Instansi pemerintahan, pegawal ataupun karyawan mempunyai
kewajiban untuk membayar pajak PPh pajak 21 yang dipotong, yang pada
prakteknya potongan PPh Pajak. 21 tersebut dibavarkan serta disetorkan oleh
instansi pemerintahan yang bersangkutkan.

Namun terdapat beberapa kendala dalam menerapkan Undang — Undang
Perpajakan di Instansi Pemerintahan. Salah satunya adalah tidak terdapatnya
bagian khusus dalam strukiur organisasi yang menangani urusan pelaporan pajak
pegawai atau karyawan pada instansi yang bersangkutan. Walau penyetoran pajak
PPh 21 para pegawai atau karyawan telah dilakukan bersamaan dengan pengajuan
Surat Perintah Membayar Gaji ( SPM Gaji ) yang diserahkan Instansi
Pemerintahan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ).

Dengan uraiar tersebut diatas, penulis tertarik dalam memilih juduf @

Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Satuan Kerja Direktorat

Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum.”



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar befakang diatas, penulis merumuskan masalah : apakah
kewajiban perhitungan, pemotongan, penystoran dan pelaporan penghasilan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan undang — undang Perpajakan No. 36
tahun 2008 telah diterapkan di lingkungan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan
Rawa Kementerian Pekerjaan Umum ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sntuk
mengetahui pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak
penghasilan Pesal 21 sesuai dengan Undang — undang Perpajakan 36 tahun
2008t elah diterapkan di lingkungan satuan Kerja Direktorat Irigasi dan
Rawa
b. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penel:ti
Berharep dapat mengaplikasikar ilmu yang diperoleh selama
mengikuti perkuliahan tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran
dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan menjadi pengetahuan
apabila nantinya terjun secara langsung ke lapangan. Seria merupakan
persyaratan guna memperolel gelar Sarjana Ekonomi Jurusan

Akuntansi Fakulias Ekonomi Universitas Darma Persada Jakaria



2. Bagi Instansi
Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi berkenaan
dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak
selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan 21.
3. Bagi Pembaca
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek — aspek
perpajakan, khususnya dalam  hal perhitungan, pemotongan,
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan

Undang — Undang yang berlaku



